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ABSTRAK

Judul dari penelitian ini adalah “Kekuatan Pembuktian (Bewijskracht)
Keterangan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No.
XX Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW dan Putusan No. 201.Pid.B/2020/PN
PYH)”. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap kekuatan
pembuktian (bewijskracht) keterangan anak dalam Tindak Pidana Penganiayaan
serta perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam tindak pidana penganiayaan.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan
pembuktian dari keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian tindak pidana
penganiayaan dalam putusan Pengadilan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW
dan Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN PYH dan bagaimana bentuk perlindungan
hukum terhadap anak saksi dalam tindak pidana penganiayaan. Metode penulisan
dalam skripsi ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus (case
approach) dan pendekatan undang-undang (statue approach) yang menggunakan
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian ini penulis
menunjukkan hasil bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak dalam proses
pembuktian perkara pidana tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti sah,
keterangan anak hanya digunakan sebagai petunjuk dan tambahan alat bukti serta
pentingnya perlindungan hukum terhadap anak saksi.

Kata Kunci : Keterangan Anak, Penganiayaan, Perlindungan Hukum, Anak
Saksi.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam
menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan
masyarakat. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, dalam kaidah-
kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung mengenai
tindakan yang harus dilaksanakan untuk menegakkan hukum di
Indonesia. Indonesia telah menegaskan untuk mendahulukan
kesejahteraan umum, membuat bangsa menjadi cerdas, melindungi
seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia tanpa adanya
perbedaan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama
dihadapan hukum (equality before the law), serta menjalankan
ketertiban dunia yang didasarkan pada keadilan sosial sesuai dengan
sila kelima dalam Pancasila." Pernyataan tersebut selaras dengan
kontrak sosial Negara Republik Indonesia yaitu Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945.

Lembaga penegak hukum telah mengambil langkah yang
mencakup dalam lingkup kebijakan sosial, dimana semua upaya yang

bersifat rasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada

! Erfandi, E., 2016, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem
Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal lImiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(1), 23-
32”7, Hlm. 24, diakses https:/journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/344/227 pada 4
September 2024.
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hukum pidana secara ilmu mencakup tentang hukum pidana, yang
memiliki arti hukuman terhadap orang-orang yang melakukan tindak
kejahatan, dan ilmu yang mempelajari mengenai tindak kejahatan yang
biasa disebut kriminologi.

Proses peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Sistem peradilan pidana tidak akan berjalan dengan sempurna apabila
adalah salah satu subsistem yang mengganggu subsistem lain. Dalam
proses peradilan pidana objek perhatian difokuskan pada tersangka atau
terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana.? Pada umumnya
orang yang melakukan tindak pidana adalah orang dewasa. Akan tetapi
ada kalanya bahwa suatu perbuatan tindak pidana terjadi dilakukan oleh
seorang Anak.

Tindak pidana yang dilakukan marak sekali terjadi, dan dari
perbuatannya tersebut memberikan dampak negatif terhadap
masyarakat maupun dirinya sendiri dan mengganggu ketentraman
masyarakat. Pemerintah telah menegaskan untuk mengantisipasi terkait
permasalahan tersebut khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh
anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sama dengan
tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti, pencurian,

pembunuhan, penyalahgunaan narkotika, penganiayaan, dan masih

? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht), Jakarta : Sinar
Grafika, HIm 4.



banyak tindak kejahatan lainnya. Kenakalan anak selalu berkembang
dari waktu ke waktu terutama pada suatu bentuk tindak pidana.’

Tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dengan cara
pemukulan atau kekerasan fisik yang mengakibatkan luka atau rasa
sakit bahkan memiliki risiko cacat seumur hidup bahkan kematian.
Apabila kita lihat dari unsur secara sengaja maupun tidak sengaja
diberikan kualifikasi bahwa tindakan tersebut termasuk dalam
penganiayaan (mishandeling). Penganiayaan merupakan salah satu
kejahatan yang sudah melekat dan sulit untuk dihilangkan dalam
kehidupan bermasyarakat yang seringkali terjadi pada remaja. Hal
tersebut juga dapat memberikan efek atau dampak negatif pada psikis si
korban seperti, ketakutan, trauma, gangguan perkembangan, timbulnya
rasa rendah diri dan malu, serta akan mengganggu kesehatan jiwa dan
mental si korban. Tindakan tersebut juga dapat mengganggu
ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Penganiayaan di Indonesia diatur dalam pasal 351 KUHP
hingga 356 KUHP. Tindakan tersebut yang dilakukan secara sengaja
(penganiayaan) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut
doktrin, penganiayaan memiliki 3 unsur yang terdiri dari unsur subjektif
(kesalahan) dan unsur objektif, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan

2. Adanya perbuatan

® Willis Sofyan, 2012, Remaja dan Masalahnya, Bandung : Alfabeta.
* M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU
Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA, Jakarta : Sinar Grafika, HIm. 8.



3. Menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut yaitu, rasa
sakit, rasa perih pada tubuh dan terjadinya perubahan pada

tubuh atau beda dari semula akibat perbuatan tersebut.’

Kasus tindak pidana penganiayaan banyak sekali terjadi di
Indonesia terutama pada anak-anak dan remaja. Dikarenakan mungkin
seorang anak bukan semata-mata dengan sengaja, namun ada beberapa
faktor yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan tersebut yaitu,
faktor pendidikan, faktor lingkungan, rendahnya moral, dendam,
pengaruh pergaulan, kenakalan remaja, kecemburuan sosial, tekanan,
kurangnya perhatian dari orang tua, persaingan, pencemaran nama baik,
dan merasa dikhianati atau harga dirinya merasa direndahkan atau
dilecehkan dan banyak faktor lainnya. Penganiayaan dapat terjadi
dalam keadaan apapun baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan
wajib dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.

Kekerasan terhadap anak di Indonesia terus terjadi dari waktu
ke waktu, sehingga upaya yang dapat kita lakukan adalah lebih
mempertegas dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan anak
tersebut. Salah satu upaya pencegahan yang dapat kita lakukan ialah

penanggulangan kenakalan remaja (juvennile deliquency)® yang dapat

9.

® Suyanto, H. 2018. Penghantar Hukum Pidana. Yogyakarta : CV Budi Utama, Him.

® Santi Kusumaningrum, 2014, Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana,

Jakarta : Ul Press, HIm.34.



kita lakukan melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem ini dilakukan
tidak hanya memberikan sanksi pidana pada anak tetapi juga berfungsi
sebagai sarana dalam menunjang kesejahteraan anak sebagai pelaku
tindak pidana.’

Sebagai generasi penerus, sudah seharusnya seorang anak
mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang cukup dalam proses
pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dapat menopang
kelangsungan hidupnya dan mendapat perlindungan dari berbagai
gangguan dan ancaman yang dapat mengancam dirinya dalam
pengembangan fisik dan mental serta martabat dan integritas untuk
masa depannya,® karena Anak adalah harapan bangsa yang akan
menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan aset negara sebagai
generasi muda, dan sebagai penentu perkembangan suatu bangsa. Anak
adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan
martabat sebagai manusia. Maka, untuk menjaga harkat dan
martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama

perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dikarenakan adanya

" Rosidah Nikmah, 2019, Sistem Peradilan Anak, Bandar Lampung : Aura
Publishing, HIm. 1.

® Hutahaean Balher, 2013, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana
Anak, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1, UTB, Him. 65 diakses
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119 pada 5 September 2024.
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keterbatasan mental dan fisik.® Perlindungan anak merupakan upaya
dalam melaksanakan hak dan kewajiban anak, yaitu negara memberikan
perhatian kepada anak layaknya orang tua kepada anak. Maka, anak
yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan jaminan
perlindungan demi kepentingan terbaik bagi anak.'® Pemberian bentuk
perlindungan tersebut guna memberikan kesempatan bagi anak agar
menjadi manusia yang bertanggung jawab di kehidupannya nanti bagi
nusa, bangsa, dan negara.

Kepentingan Anak harus kita penuhi sebagai kepentingan yang
paling utama bagi kelangsungan hidup manusia yang wajib
mendapatkan perlindungan serta jaminan agar hak seorang anak dapat
terpenuhi.  Untuk mewujudkan hal tersebut perlunya dukungan dari
kelembagaan dan peraturan perundang-undangan serta kesadaran
hukum masyarakat. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.
4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang -Undang No. 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17
Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seluruh
Undang-Undang tersebut mengatur tentang perlindungan anak,

kelangsungan hidup, perkembangan anak, kepentingan terbaik bagi

® Harkristuti Harkrisnowo, 2002, Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu
(Dalam Konteks Indonesia) Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Di Danau Toba,
Medan, Him. 3.

10 Nur Rochaeti, 2008, Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi
Anak Delinkuen di Indonesia, MMH Jilid 37 No. 4, HIm. 239.



Anak, dan menghargai turut serta anak dalam berpartisipasi. Pada saat
anak melakukan perbuatan tindak pidana, maka anak akan diproses
sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya perlunya penegakan hukum
bagi para pelaku tindak kejahatan untuk memberikan efek jera pada
pelaku guna mengurangi atau meminimalisir peningkatan angka
kriminalitas yang terjadi di Indonesia walaupun seorang pelaku tindak
kejahatan tersebut merupakan anak-anak hal ini diatur berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak. "

Penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu kewajiban
karena, hukum merupakan landasan bagi suatu negara yang memiliki
peran penting dalam mengurangi tindakan kriminalitas dan
meningkatkan stabilitas negara, yang harus dilakukan secara efektif dan
adil terhadap sesama untuk membentuk perdamaian.*? Upaya yang
dapat dilakukan dalam penegakan hukum ialah dengan cara
memperkuat integritas aparatur para penegak hukum, meningkatkan
kesadaran masyarakat, dan meningkatkan koordinasi antar para penegak
hukum. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk mencegah

sebelum terjadinya kejahatan dan segera mengatasi apabila terjadi suatu

11 Akira Assa, 2019, Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di
Bawah Umur, Lex Crimen Vol. VI1I1/No. 4, Him. 83, diakses
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25658/25310 pada 5 September
2024.

12 santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. 2023, Kajian Penegakan Hukum di
Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21, Jurnal
Pendidikan Transformatif, 2(1). 210-223, Him. 215, diakses
https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/143 pada_5 September 2024.



https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25658/25310
https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/143

kejahatan. Dalam penindakan terhadap pelaku kejahatan, upaya yang
dapat dilakukan adalah menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku
tindak kejahatan yang terbukti bersalah. Pemidanaan harus
dilaksanakan apabila majelis hakim telah mengeluarkan putusan akhir
yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dibacakan di
pengadilan.

Pengadilan pidana merupakan tempat persidangan yang
digunakan dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana dan tempat
diadili seorang terdakwa guna menegakan keadilan dan kebenaran.
Proses menegakkan keadilan dan menjatuhkan putusan tentu tidak
hanya berdasarkan keyakinan hakim saja, melainkan harus dengan
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 183
KUHP. Pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada
beberapa alat bukti sah yang dapat digunakan dalam proses persidangan
yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa.’> Dalam proses pemeriksaan di sidang
pengadilan, pembuktian merupakan hal terpenting dalam menentukan
apakah tindakan tersebut termasuk dalam kejahatan atau bukan dan
bersalah atau tidaknya terdakwa dihadapan persidangan.* Pada
hakikatnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam

perkara pidana karena, keterangan yang disampaikan oleh saksi dapat

3 Anang Priyanto, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta : Penerbit

Ombak, HIm. 88-89.

Him.1-8.

14 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika,



menentukan nasib terdakwa dan hanya pembuktianlah yang dapat
menentukan apakah tindakan tersebut termasuk suatu perbuatan pidana
dan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana.*

Umumnya seseorang yang memberikan keterangan yang
dipanggil sebagai saksi merupakan orang yang sudah cakap hukum atau
dewasa menurut hukum dan sudah sah untuk memberikan suatu
keterangan berdasarkan persyaratan sebagai saksi yang merupakan alat
bukti yang sah dan apabila seseorang menolak untuk menjadi saksi
dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.'® Akan tetapi ada kalanya suatu
kejahatan atau perbuatan pidana yang diduga telah terjadi itu disaksikan
atau dialami oleh seorang Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan
pidana anak pada Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa anak yang menjadi
saksi dalam pembuktian suatu perkara pidana memiliki batasan umur
yang mana anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang
diperbolehkan memberikan keterangan atau kesaksiannya untuk
kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam

persidangan pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang didengar,

> M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar
Grafika, Edisi Kedua, HIm. 286.

1 Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, 2010, Hukum Acara Pidana Dalam Teori
dan Praktek, Bogor : Ghalia Indonesia, HIm. 107.
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dilihat, dan dialaminya sendiri."” Subekti juga berpendapat bahwa saksi
adalah orang yang membantu pengadilan dalam mengukapkan suatu
perkara pidana dengan mendengarkan keterangan-keterangannya.*®
Apabila saksi yang dihadirkan dalam persidangan melihat,
mendengar, dan mengalami sendiri adalah seorang anak, maka
berdasarkan Undang-Undang tepatnya pada Pasal 171 huruf a KUHAP
mengatur bahwa seorang anak yang usianya belum cukup lima belas
tahun boleh memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal ini mengingat
bahwa anak tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara sempurna
dalam hukum pidana. Peraturan perundang-undangan belum mengatur
secara rinci mengenai batasan kesaksian dari seorang anak, dikarenakan
seorang anak masih dalam keadaan jiwa yang tidak stabil, dan anak
yang masih dibawah umur tidak diperbolehkan diambil sumpah dalam
kesaksiannya. Status seorang anak belum resmi diakui kapasitas
legalnya (legal capacity). Secara yuridis formal kesaksian anak sebagai
korban maupun saksi korban tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat.
Dalam peraturan perundang-undangan anak diperbolehkan
memberikan keterangan, dimana keterangan saksi merupakan salah satu
alat bukti pada proses pemeriksaan sidang pengadilan. Akan tetapi,
keterangan dari Anak tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah

dikarenakan seorang anak tidak diambil sumpah dalam memberikan

7 |oebby Loegman, 2002, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta :
Datacom, Him. 22.

'8 Subekti dan R. Tjitro Soedibio, 1976, Kamus Hukum, Jakarta : Pradya Paramita,
Him. 83.
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keterangan sebagai saksi, hanya saja digunakan sebagai petunjuk dalam
membuat terang suatu perkara pidana hal ini diatur dalam Pasal 171
KUHAP. Keterangan dari anak dapat dipertimbangkan berdasarkan
keyakinan hakim, apabila adanya kesesuaian antara keterangan anak
dan alat bukti sah atau fakta-fakta hukum lainnya.™

Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi agar dapat
dijadikan alat bukti yang sah secara aturan undang-undang harus
memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil merupakan
syarat yang berfokus pada subjek atau orang yang memberikan
keterangan sebagai saksi, yang diatur dalam undang-undang harus
mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan kepercayaan masing-
masing, cakap hukum, keterangan disampaikan secara lisan, minimal 2
orang saksi karena, satu saksi bukan saksi unus testis nullus testis, tidak
terikat dalam status suami atau istri, dan tidak memiliki hubungan
daerah dengan pihak terkait. Syarat Materiil merupakan syarat yang
berkaitan pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi berdasarkan
Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, yaitu
keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau
pengalaman sendiri tidak dapat dinilai dan dijadikan alat bukti yang
sah, testimonium de auditu ialah keterangan yang diberikan saksi hasil
dari pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan alat bukti yang

sah, keterangan saksi tidak boleh bertentangan dengan akal sehat,

9 pyrwanto R. 2018, Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara
Pidana, HIm. 49.
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khayalan atau pendapat yang diberikan oleh saksi merupakan bukan
keterangan saksi (Pasal 185 Ayat (5) KUHAP).?°

Pada Putusan Pengadilan Negeri No. XX/Pid.Sus-
Anak/2022/PN WGW tanggal 15 Februari 2022 seorang laki-laki
ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat
dijatuhkan pidana penjara terhadap ANAK selama 8 (delapan) bulan di
Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas Il Kendari.
Dinyatakan demikian karena keterangan para Saksi dan Terdakwa serta
kesesuaian dengan fakta hukum diketahui pada hari Minggu, 28
November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Samsa mengalami
pembacokan yang dilakukan oleh ANAK menggunakan senjata parang
sebanyak 1 (satu) yang mengakibatkan Saksi Samsa mengalami luka
robek pada punggung sebelah kiri dan luka tikam pada punggung
sebelah kanan yang disebabkan oleh Saksi La kani alias Kani bin La
Rudi  sebagaimana  hasil  Visum et  Repertum  Nomor
028/800.PM.IGD.3/X1/2021.*

Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 201/Pid.B/2020/PN PYH
bahwa 2 orang terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan

% Rozi, Fachrul, Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak
Pidana, Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, pp. 19-33,
doi:10.5281/jyu.v1i2.486, HIm 28, diakses https://media.neliti.com/media/publications/286645-
sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf pada 6 September 2024.

2! putusan Pengadilan Negeri No. XX/Pid.Sus-Anak/PN WGW



https://dx.doi.org/10.5281/jyu.v1i2.486
https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf
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dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian. Majelis
hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing
dengan pidana penjara selama 8 tahun. Dinyatakan demikian karena
keterangan para saksi, 4 anak saksi, dan terdakwa terdapat kesesuaian
dengan fakta hukum bahwa telah terjadi penganiayaan yang
menyebabkan kematian. Berdasarkan Visum et Repartum Nomor :
10/JANGMED/ISPYK/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dari RSI
Ibu Sina Payakumbuh telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur
23 tahun ditemukan luka lebam dan bengkak pada dua kelopak mata
atas, pendarahan dari hidung dan mulut, serta beberapa luka lecet akibat
kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyebab kematian.
Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 42/1X/2020/Rs. Bhayangkara
tanggal 8 September 2020 dari RUMKIT Bhayangkara TK 111 Padang
diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pecahnya
kepala dan pendarahan hebat di kepala, disertai trauma pada bagian
dada dan organ dalam lainnya disebabkan trauma tumpul.??

Setelah didapatkan persesuaian antara keterangan para saksi
dan anak saksi serta alat bukti lain yaitu Visum et Repertum dari kasus
tersebut, maka keterangan dari anak-anak tersebut dapat diterima dan
didengarkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya.
Keterangan yang disampaikan oleh para saksi yang termasuk kategori

ANAK memiliki kedudukan sebagai petunjuk dalam membuktikan

22 pytusan Pengadilan Negeri No. 201/Pid.B/2020/PN PYH.
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suatu perkara karena adanya kesesuaian dengan alat bukti sah lainnya.
Sehingga kekuatan pembuktian yang dimiliki bersifat bebas karena
perlunya keyakinan hakim dalam menilai kesesuaian dari alat bukti
lainnya yang digunakan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memiliki
fokus dalam penelitian ini terhadap kekuatan pembuktian dari seorang
anak dalam pembuktian suatu perkara pidana penganiayaan. Kemudian
penulis mengangkat perkara tersebut sebagai kajian penelitian yang
berjudul “Kekuatan Pembuktian (Bewijskracht) Keterangan Anak
Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. XX
Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW dan Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN

PYH)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
penulis akan membahas permasalahan tersebut pada penelitian
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan anak sebagai
saksi dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam
putusan Pengadilan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW dan
Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN PYH?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak saksi

dalam tindak pidana penganiayaan?
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C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin

dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian dari
keterangan anak sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak
pidana dalam (Studi Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN
WGW dan Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN PYH).

Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum
terhadap anak saksi dalam tindak pidana dalam (Studi Putusan No.
XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW  dan Putusan No.

201/Pid.B/2020/PN PYH).

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap adanya manfaat bagi

pembaca. Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.

Manfaat Teoritis

a. Untuk memberikan pemikiran dan sumber referensi ilmu
pengetahuan serta bahan informasi pada kalangan akademisi
serta masyarakat luas tentunya tentang kedudukan saksi anak
dalam pembuktian perkara tindak pidana khususnya tindak
pidana penganiayaan. Dengan kehadiran penelitian ini, penulis

memiliki harapan agar penelitian ini dapat memberikan
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kontribusi dalam perkembangan hukum acara pidana di
Indonesia.

b. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi
bagi peneliti-peneliti lainnya yang hendak meneliti mengenai
kekuatan pembuktian dari keterangan anak saksi.

c. Memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang hukum,

terkhususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis
Secara praktis penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi
para penegak hukum seperti, polisi, kejaksaan, hakim, serta
penasihat hukum dalam mengambil suatu tindakan saat
menjalankan tugasnya, terpenting pada saat proses pembuktian
suatu perkara pidana. Penulis juga berharap dalam penelitian ini
penulis dapat memberikan ilmu dan manfaat kepada masyarakat
luas dan anak yang dipanggil sebagai saksi dalam proses
persidangan. Secara keseluruhan penulis dapat membantu dan
memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan

anak sebagai saksi dalam pembuktian suatu perkara pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Untuk tercapainya tujuan pada penelitian ini, penulis

membatasi ruang lingkup pada pembahasannya agar tidak memuat
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penyimpangan dari permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi
ini mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian
(Bewijskracht) Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW
dan Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN PYH).

Untuk itu, pada penelitian ini penulis memiliki fokus terhadap
perkara (Studi Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW dan
Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN PYH) mengenai kekuatan pembuktian
keterangan anak sebagai saksi dalam tindak pidana penganiayaan dan
bentuk perlindungan terhadap anak saksi dalam tindak pidana

penganiayaan.

Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah teori atau hubungan antar gagasan yang
digunakan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian
ini. Selain itu, kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman dan
landasan bagi peneliti agar dapat dilakukan secara sistematis dalam
memaparkan mengenai teori maupun konsep yang dimanfaatkan dalam

penelitian ini.

Teori Perlindungan Hukum
Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala
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upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk
memberikan rasa aman.?® Perlindungan Hukum merupakan suatu
bentuk bantuan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk
perangkat hukum baik bersifat preventif yang akan diberikan oleh
pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan
dan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan dengan cara
menjatuhkan sanksi penjara, denda, dan hukuman tambahan kepada
pelaku yang melakukan kejahatan, Perlindungan hukum merupakan
sebuah gambaran dari pentingnya penegakan hukum, dimana hukum
dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian.?*
Dengan adanya teori perlindungan hukum, akan membantu
penulis dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk

perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam tindak pidana.

2. Teori Pembuktian
Pembuktian merupakan suatu proses dalam sidang perkara
pidana untuk membuktikan apakah suatu peristiva yang terjadi
merupakan tindak pidana. Pembuktian dapat diartikan bahwa suatu
perbuatan yang memberi, memperlihatkan bukti, melaksanakan sesuatu,
menyaksikan, dalam mengungkapkan suatu perkara. Pembuktian juga

memuat ketentuan mengenai alat-alat bukti yang sah secara undang-

% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU No. 13 Tahun
2006, LN No. 76, TLN No. 3209

% Nebi, O, 2021, Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori
Perlindungan Hukum, CV. Azka Pustaka, HIm. 13-14.
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undang yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa. Karena, pembuktianlah yang dapat menentukan
nasib terdakwa yang digunakan oleh majelis hakim untuk mengadili
terdakwa menentukan bersalah atau tidak.”> Dalam sebuah persidangan
hakim harus selalu berhati-hati, tepat, serta tidak berbuat sewenang-
wenang dalam menjatuhkan putusan akhir terhadap terdakwa.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan inti dari
persidangan, karena pada proses tersebut yang dicari adalah kebenaran
materiil  untuk membuktikan perbuatan terdakwa tersebut dan
meyakinkan hakim mengenai dalil-dalil yang diungkapkan di dalam
persidangan.

Indonesia menggunakan sistem pembuktian secara negatif
(negatief wettelijk bewijsheorie). Teori ini merupakan kolaborasi antara
teori conviction raisonee dan pembuktian menurut undang-undang
secara positif (positief wettelijk bewijstheorie) yang mengikat hakim
mengenai pembuktian sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Sehingga pada jenis pembuktian yang kita anut, majelis hakim dalam
menilai sebuah perkara untuk membuktikan seseorang bersalah atau

tidak bergantung pada alat bukti yang sah secara undang-undang dan

% M. Yahya Harahap, 2015, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar
Grafika, HIm. 273.
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berdasarkan keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara dengan
mempertimbangkan dari alat-alat bukti yang sah.?®

Berkaitan dengan teori ini, akan membantu penulis dalam
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kekuatan

pembuktian (bewijskracht) keterangan anak dalam tindak pidana.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakikat pada pertimbangan
hakim merupakan pembuktian mengenai unsur-unsur dari suatu delik
apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai
dengan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga
pertimbangan tersebut relevan dengan amar atau putusan hakim.?’
Putusan hakim merupakan akhir dari suatu persidangan yang dapat
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan dibacakan dalam

persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.
Dengan melakukan penelitian lebih lanjut, teori ini akan
membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan

dengan adanya penerapan teori pertimbangan hakim dalam

mempertimbangkan kekuatan keterangan yang diberikan oleh Anak.

% Tholib Effendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan
Pembaharuan di Indonesia, Malang : Setara Press, HIm. 171.

T Lilik Mulyadi, 2007, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan
Praktek Peradilan, Mandar Maju, HIm 193.
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu langkah maupun cara yang
dalam pelaksanaannya menerapkan pengumpulan bahan. Dalam sebuah
penelitian hukum dapat diartikan bahwa penelitian adalah suatu
kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran-
pemikiran yang berkaitan guna mencari tahu sesuatu dan menganalisis
permasalahan yang sedang dihadapi dan memiliki tujuan agar dapat
mengetahui dan menganalisis indikasi-indikasi hukum tertentu. Metode
penelitian memiliki tujuan untuk dapat menjelaskan mengenai
bagaimana dilakukannya sebuah penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif. Dapat diartikan bahwa penelitian
normatif memuat objek permasalahan yang didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keterkaitan
dengan berbagai sumber literatur. Pokok kajian dalam penelitian ini
meliputi hukum secara tertulis dari segi teori, ruang lingkup materi,
penjelasan umum serta pasal-pasal yang berkaitan dengan

penelitian ini.?

% Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori, dan
praktik, Depok : PT Raja Grafindo Persada, HIm. 174.
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Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case
approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue
approach) yang berarti pendekatan yang digunakan dengan tujuan
untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan
peraturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang
sedang diteliti.
Sumber Bahan Hukum
Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang didasari
penelitian kepustakaan (library research) yang mana dalam
prosesnya dibantu dengan literatur-literatur yang berkaitan.
Penelitian kepustakaan berarti menulis dan meneliti bahan
sekunder sebagai bahan pokok. Dengan cara mencari bahan-bahan
hukum yang terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer
Dasar penelitian ini tentunya menggunakan bahan hukum yang
merupakan bahan yang diperoleh dari badan hukum yang
bersifat otoritatif. ~ Hal ini berarti adanya otoritas yang
mencakup peraturan perundang-undangan, catatan yang
bersifat resmi, dan vyurisprudensi. Bahan hukum yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
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2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Menjadi Undang-Undang.

5. Putusan Pengadilan Negeri No. XX/Pid.Sus-Anak/PN
WGW.

6. Putusan Pengadilan Negeri No. 201/Pid.B/2020/PN PYH.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang dari
bahan pokok primer serta dapat mempermudah penulis dalam
menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti dan dapat
menganalisa dengan maksimal. Bahan hukum sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan atau

dokumen yang tidak resmi yaitu, buku, jurnal hukum, artikel,
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karya tulis ilmiah, doktrin, dan penelitian yang telah dilakukan

oleh peneliti-peneliti sebelumnya.?

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang membantu
peneliti untuk mengidentifikasi, memahami, dan menjadi
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam
penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa bahan
hukum tersier yaitu, jurnal, ensiklopedia, makalah, dan artikel.
4. Teknik Pengumpulan Bahan
Setelah bahan lengkap, langkah selanjutnya adalah mengolah bahan
tersebut untuk mencari data yang paling sempurna untuk diterapkan
dalam penelitian. Dalam pengelolaannya, penulis akan memeriksa
dan melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai keakuratan,
kejelasan, kelengkapan untuk menghindari kekeliruan dan
kesalahan.
5. Teknik Analisis Bahan
Analisis bahan yang dilakukan adalah kualitatif, yaitu menyelidiki
aspek normatif atau hukum melalui metode deskriptif analitis yang
memberikan gambaran tentang bahan yang diperoleh agar dapat
menentukan definisi maupun pengertian terhadap aturan hukum

yang akan dijadikan pedoman pada penyelesaian masalah yang

# Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta :
Rajawali Pers, HIm. 31.
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diteliti. Melalui metode deskriptif analitis membuat uraian terhadap
bahan dan selanjutnya dikaitan satu dengan yang lainnya, lalu
ditarik kesimpulan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan
yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif, artinya
penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan dalam
memahami suatu objek khusus hingga menghasilkan suatu
kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan ditarik dengan jalan
mensintesa putusan pengadilan sebagai premis yang bersifat
khusus, lalu menghubungkan fakta-fakta khusus tersebut melalui
penalaran atau proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang
bersifat umum.*® Mulanya melalui metode ini, penulis akan
mengemukakan kekuatan pembuktian keterangan anak sebagali
saksi dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan
pengadilan negeri dan diakhiri dengan pemaparan mengenai bentuk
perlindungan anak saksi dalam tindak pidana, dimana putusan
pengadilan yang bersifat khusus dan setiap orang dapat

menganalisis berdasarkan argumentasi atau pendapat nya masing-

¥ Khanifah, N., Kamilah, 1. F., & Faizin, M, 2024, Teknik Berpikir Tingkat Tinggi
Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles. Jurnal Genta Mulia, 15(1), 131-145,
HIm 138, diakses https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/831/597 pada 8 September
2024.



https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/831/597
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masing yang bersifat umum. Maka dari itu, penarikan kesimpulan
dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode induktif dari hal

khusus ke umum.
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